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Hak atas pangan diakui secara formal oleh negara-negara di dunia, 
termasuk Indonesia. Sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh 
hukum internasional, yaitu hak untuk mempunyai akses teratur, tetap 
dan tidak terhalang. Apakah itu secara langsung atau dengan cara 
pembelian finansial, atas kecukupan dan kefayakan pangan secara 
kuantitatif dan kualitatif yang krhubungan dengan tradisi kultural 
dimana konsumen itu berada, dan memastlkan hidup, fisik dan mental, 
individu dan kolektif, yang memenuhi dan bemartabat yang bebas dari 
keprihatinan. Untuk itu Pemerintah mempunyai kewajiban untuk 
menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan. Daiam 
Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan mengamanatkan 
pemenuhan atas pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh 
negara dan masyarakat dalam konteks pembangunan ketahanan 
pangan. 

Ketahanan pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintahan daerah , 
provinsi dan pemerintahan kabupatenlkota, berkaitan dengan 
pelayanan dasar (PP No 38, tahun 2007). Pemenuhan ketahanan 
pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan 
yang cukup, aman, bermutu, bergizi seimbang dan merata baik di 
tingkat nasional, daerah hingga rumahtangga sepanjang waktu dengan 
memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal (DKP, 
2006). 
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Dengan demikian, pemerintah berperan dalam menyel'enggarakan 
pengatumn, pembinaan, pengendalian, dan pngawasan terhadap 
ketersdiaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 
bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat 
(Baliwati, 2007). Datam konteks tersebut maka pemenuhan pangan 
dilaksanakan berdasarkan pendekatan hak atas pangan atau "rights 
based", yaitu pemerintah wajib menghormati, melindungi, memfasilitasi 
dan menyediakan kebutuhan pangan. Menurut FA0 (2006) pendekatan 
hak dalam pembangunan ketahanan mengandung makna bahwa :I). 
pemerintah tidak b l e h  menghilangkan akses masyarakat terhadap 
pangan yang cukup. 2). pemerintah harus metindungi masy~rakat dari 
keadaan kehilangan akses tersebut dan 3).pada masyarakat yang tidak 
tercukupi kebutuhan pangannya, maka pmerintah harus proaktif 
menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat 
mandlri; apabila masyarakat k l u m  mampu melakukannya, maka 
pemerintah harus menjamin ketersediaan pangannya 

Namun demikian, kelaparan dan gizi buruk yang kronis rnasih saja 
dialami oleh jutaan orang hingga mereka yang hidup terbelakang dan 
mengaram! kematian dini. Lebih dari 815 juta orang masih menderita 
keliaparan dan gizi buruk yang kronis. Sekitar 35 juta orang meninggal 
setiap tahunnya sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari 
kelaparan. Kelaparan membuat hidup menjadi terbelakang dalarn 
kerniskinan, yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
Dalam Kompas, Rabu 3 Oktober, 2007 terpetik berita bejuduil 
"Kerniskinan: Suatu Lingkaran Setan Dusun Sidowayah" Dusun 
tersebut berada di Desa Sidoharjo, Kabupaten Ponorogo, 3awa Timur. 
Diberitakan bahwa suatu keluarga dan 100-an warga di dusun tersebut 
karena kemiskinan yang mendera, membuat anak-anaknya mengalami 
kurang gizi sehingga menderita keterlambatan mental dan 
kecerdasannya rendah (idiot). Karena kemiskinan warga dusun 
tersebut tak pernah memikirkan masalah kesehatan. Mereka tidak 
pernah mengonsumsi garam beryodium,sehingga rnereka banyak 
mengalami gondok, kerdil, idiot, hingga lumpuh. 

Pangan merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup 
manusia. OIeh karenanya pangan diakui sebagai hak asasi manusia. 
Pemenuhan hak asasi atas pangan dan gizi, arnat utama karena hak- 
hak asasi yang lain tidak mungkin bisa terjamln tanpa lebih dulu 
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menjamin hak atas pangan dan gizi. Sejalan dengan itu, Undang- 
Undang (UU) No 7 tahun 1996 tentang Pangan dengan tegas 
menyabkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang 
pemenuhannya menjadi "hak asasi" setiap rakyat Indonesia dalam 
rangka mewujudkan sumkr daya manusia yang berkualitas untuk 
melaksanakan pembangunan nasionai (Witoro, 2007). 

Meskipun telah ada komitmen dan progmm untuk mengurangi angka 
kelaparan, namun persoalan kelaparan masih merupakan tantangan 
besar. Sebagian besar penduduk kelaparan itu tinggal di negara-negara 
sedang berkembang, yakni 815 juta orang. Sekitar 75 persen dari 
mereka yang lapar adalah penduduk pedesaan. Laporan FA0 tahun 
2005, bahkan mengungkap fa!& tragis tentang kelaparan dan kurang 
gizi yang menewaskan hampir 6 juta anak-anak setiap tahunnya. Peta 
Kernwanan Pangan Indonesia tahun 2005 menunjukkan adanya 100 
kabupaten rawan pangan dari 265 kabupaten di Indonesia. SUSENAS 
2003 menatat adanya sekitar 5,1 juta (27,5%) anak balita yang 
kekumngan gizi. Departemen Kesehatan menatat adanya 2,s juta 
(40,1%) ibu hamil dan 4 juta (26,4%) perempuan usia subur yang 
rnenderita anemia. Kenyataan yang menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk kelaparan justru meningbt dari tahun ke tahun. Pemerlntah 
(PP) No. 68/2002 tentang Ketahanan Pangan telah menyatakan bahwa 
untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada 
sumber daya pangan lokal dan rnenghindarkan ketergantungan pada 
pangan impor. Undang-Undang No.7, tahun 1996 tentang Pangan juga 
menyatakan bahwa pemerintah krsama masyarakat 
bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah 
Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Desa mempunyai otonomi untuk 
melaksanakan kebgakan ketahanan pangan di wilayahnya masing- 
rnasing (Witoro, 2007). 
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11. SIS;TEM PANGAM DAhAM KERANGZGA , SUSTAIAIABLE 
LIVELIHOOD 

Masalah pangan dan pertanian disebabkan oleh berbagai aspek yang 
saling terkait dan mempengaruhi. Penyebab kurang pangan disebabkan 
antara lain karena penduduk tidak merniliki akses terhadap surnber- 
sumber produksi pangan seperti tanah, air, input pertanian, modal, dan 
teknologi. Di negara-negara sedang berkembang, penyebab utama 
rawan pangan adalah lemahnya akses terhadap lahan untuk 
memprduksi pangan. Berbagai kasus lain menunjukkan bahwa kurang 
pangan dan kemiskinan juga disebabkan oleh kebijakan perdagangan 
i~temasional dan nasional serta berbagai bencana alam dan sosial 
seperti kekeringan, banjir, perang, atau krisis ekonomi. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami masalah 
pangan dan kemiskinan secara menyeluruh dan terpadu adalah dengan 
menggunakan kerangka kerja sustainab6e fivelihooOd, dan konsep 
entitlement. Seperti sernua kerangka ke j a  lainnya, bentuk ini 
merupakan penyederhanaan atas keragaman dan kekayaan mengenai 
vnghidupan. Dalam bentuk paling sederhana, kemngka kerja ini 
menggambarkan manusia (individu maupun kelompok) merupakan 
penggerak berbagai aset dan kebijakan untuk rnemenuhi kebutuhan 
hidup dan rnengatasi berbagai masalah dan ancaman. 
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Gambar 5. Kerangka kerja sustainabie /ive/ihod(Witoro, 2003) 

Manusia dalarn ha( ini memiliki akses terhadap berbagai aset produRif 
yang dapat dikelola untuk mernenuhi kebutuhan pangan dan 
kebutuhan hidup lainnya. Charnkrs dan Conway mendefinisikan 
penghidupan berkelanjutan sebagai: 'suatu penghidupan yang rneliputi 
kemampuan atau kecakapan, aset-aset (simpanan, surnberdaya, claims 
dan akses) dan kegiabn yang dibutuhkan untuk sarana untuk hidup: 
suatu penghidupan dikatakan berkelanjubn jika dapat mengatasi dan 
memprbaiki diri dari tekanan dan bencana, menjaga atau 
meningkatkan kecakapan dan aset-aset, dan menyediakan 
penghidupan berkelanjutan untuk generasi berikutnya; dan yang 
mernberi sumbangan terhadap penghidupan-penghidupan lain pada 
tingkat lokal dan global dalarn jangka pendek maupun jangka panjang 
(Chambers and Conway 1992). 










































